BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1123, 2013 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA LELANG WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PADA KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal
61 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Petambangan Mineral dan
Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Tata Cara Lelang Wilayah Izin Usaha
Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Khusus Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
Logam dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5282);

Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal
18 Oktober 2011,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1022);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan
Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi
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Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG TATA CARA LELANG WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Wilayah lIzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP,
adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha
Pertambangan.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut
WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha
Pertambangan Khusus.

Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin
untuk melaksanakan usaha pertambangan.

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan.

Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan
IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di
WIUPK.

IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi
kelayakan di WIUPK.

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang
pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah
BUMN vyang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah
BUMD vyang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang berbadan
hukum yang kepemilikan modal atau sahamnya 100% (seratus
persen) dalam negeri.

Lelang adalah cara penawaran WIUP atau WIUPK dalam rangka
pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi mineral logam dan
batubara.

Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari peserta
Lelang sebelum memasukan penawaran.

Dokumen Prakualifikasi adalah dokumen yang memuat paket
informasi persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan tahap
prakualifikasi yang disiapkan oleh Panitia Lelang.

Dokumen Lelang adalah dokumen yang memuat paket informasi
persyaratan, tata waktu, dan tata cara pelelangan tahap kualifikasi
yang disiapkan oleh Panitia Lelang.

Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum
asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas
dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang mineral dan batubara.

BAB Il

PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN

(1)

(2)

(1)

USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS
Pasal 2

WIUP mineral logam dan WIUP batubara ditetapkan oleh Menteri
setelah ditentukan oleh gubernur dan bupati/walikota berdasarkan
kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya,
sebelum menentukan WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang
akan diusulkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 3

WIUPK mineral logam dan WIUPK batubara ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Menteri sebelum menetapkan WIUPK mineral logam dan WIUPK
batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengumumkan
kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 4

Dalam hal WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral
logam, dan WIUPK Eksplorasi batubara berada dalam kawasan hutan,
penetapan WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK mineral
logam, dan WIUPK batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Pasal 3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan Kementerian
Kehutanan.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
rangka mendapatkan kepastian penggunaan kawasan hutan untuk
kegiatan pertambangan.

Pasal 5

Menteri menetapkan besaran harga kompensasi data informasi
dan/atau total biaya pengganti investasi untuk WIUP mineral logam,
WIUP batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara yang
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3
berdasarkan ketersediaan:

a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam atau
batubara;

data indikasi mineralisasi logam atau batubara;
data potensi mineralisasi logam atau batubara,;
data cadangan mineral logam atau batubara; dan/atau

® o o T

sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Harga kompensasi data informasi dan/atau total biaya pengganti
investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
minimum harga dasar Lelang WIUP mineral logam, WIUP batubara,
WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara.

Besaran harga kompensasi data informasi dan/atau total biaya
pengganti investasi pada WIUP mineral logam, WIUP batubara, WIUPK
mineral logam, dan WIUPK batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Harga kompensasi data informasi dan/atau total biaya pengganti
investasi hasil pelaksanaan Lelang WIUP mineral logam, WIUP
batubara, WIUPK mineral logam, dan WIUPK batubara disetorkan
sebagai penerimaan negara bukan pajak.
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